PENANGGULANGAN BENCANA

2011

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 2, BD. 2011./NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK :

Pemerintah Kabupaten Pemalang bertanggung jawab melindungi seluruh
masyarakat Pemalang terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk
perlindungan pascabencana, wilayah Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis,
geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana,
yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dampak psikologis dan kerugian lain yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan Kabupaten Pemalang, bahwa untuk mengurangi
risiko bencana dan mengembalikan kondisi pascabencana diperlukan upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan
menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten
Pemalang;
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Dalam  Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan
dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Prinsip Dan Tujuan, Tanggung
Jawab Dan Wewenang, Kelembagaan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Peran
Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Internasional,
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pengelolaan
Bantuan Bencana, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban, Pemantauan Dan
Evaluasi, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan
Ketentuan Peralihan.
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